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Nomor 1344/Pdt. Gf2016/PA.Bm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majeiis telab menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara :

Mzhlah binti Abbas, umur 81 tahun, agama laslam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari  RT.012 RW. 04
Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai
Ponggugat;

melawan

Abldin bin H. Ahmad, umur 67 tahun, agama |zlam, pekerjaan pedagang, tempat
tinggal di Dusun Sumber Sari RT.010 RW. 004 Desa Laju
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 September
2016 telah mengsjukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
- Pengadilan Agama Bima dengan Nomaor +344/Pdt. G/2016/PA.Bm tanggal 20

September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 1983, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Xecamatan Bek Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta
Nikah Nomar : 233 / 34 / XV / 1980 tanggal 19 September 1880),

3. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat denpan Tergugat berteenpat
tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Laju Kecamatan Langgudu
kabupaten Bima selama 9 tahun, kemudian pindan dan bertermpat finggal
dirumah milik bersama di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

selama 26 tahun ;. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Terguga;
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telah hidup rukun sebagaimana tayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang
anak bernama; a.1. Muhlis (L) umur 33 tahun, 2. Soalihul Hadis (L) umur 25
tahun, 3. Jikrudlah {L} umur 23 tahun;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
a. Targugat sudah menikah lagi.

b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga {KDRT};

4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tersebui terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Mei 2016 yang akibatnya
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh
Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperduiikan
Penggugat, tidak ada lagi hubtngan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan pleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasi;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sult dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar noma hukum dan norma agama maka pesceraian merupakan

- alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Berdasartkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mobon agar Ketua Pengacdilan
Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amamya berbunyi :

Dalam Petitumn

A, Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat {Abidin bin H. Ahmad} Terhadap
Penggugat {Mahiah binti Abbas;;

3. Menetaphkan biaya perkara sesuai aturan yang beraku,
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B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal vang telah ditetapkan, Psnggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas
panggilannya Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal C7 Oktober 2016 dan 21
Chtober 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata fidak hadir di persidangan dan
ketilakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil permohonannya
uniuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemmohonan Penggugat vang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalildali gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemchon | Nomor
- 5206116512540001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima
tanggal 28 Nopember 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua
Majelis diberi kode (P.1);

2. Faotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233 / 34 / XV / 1880, tangga! 19
September 1880 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bele Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinys yang termnyata sesuai. Oleh Ketua
Majeiis diben kode {F.2);

B. Saksi

1. Aminah binti Ishaka,umur 80 tahun, Agama [slam, pekenaan petani, tempat

kediaman di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Saksi
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menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan

Tergugat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai besikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
3 {tiga} orang anak .

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serng
bertengkar,

- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bermama
Tasa'n, Tergugat suka memukul dan menjambak rambutnya
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 7
{tujuh) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh
saksi, dan keluarga namun tidak berhasil,

2. M. Nor bin Farid, wnur 47 tahun, Agama lslam, pekerjaan petani, terpat
kediaman di Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Saksi
menerangkan bahwe ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan
Tergugsat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

= bertetangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isti sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
hertengkar;

- Bahwa sudah menikah lagi dengan perempuan fain yang bemama
Tasa'n, Tergugat suka memukul Penggugat dan menjambak rambut
Panggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 7
{tujuh} butan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama,
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- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh

saksi, dan keluarga namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam bernta acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbanyg, bahwa Tergugat yang teiah dipanggil secara resmi dan patut
akan fetapi tidek datang menghadap harus dinyatakan fidak hadir dan
pemrnohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatutikan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh kargna itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-calil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat

- telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 seria 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibiktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cacok dengan aslinya
serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbuldi
batwa Penggugat adalah Warga Megara yang tercatat secama Administrasi
Penduduk yang berdomisilibertempat tinggal di wilayah Hukurn Pangadilan
Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengiketa dibidang perkawinan
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tabun 1874 tentang
perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk
kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal
04 Ayat (1) dan Pasai 49 Ayat {1} huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomeor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan gengan buidi P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksisaksi di persidangan maka telah terbuki bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang teiah menikah menurut ketentuan
Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomar 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat {1}
Peraturan Pemerintah Nomos § tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat {1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering teradi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak percaya Penggugat dalam hal
ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengusir Penggugat dan rumah tempat
tinggal bersama dan puncaknya pada tanggal 25 Mei 2016, Tergugat telah pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak crang tua maupun keluarga telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang., bahwa untuk mendukung dalit gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya teiah
memberikan keterangan vang pada pokoknya menguatkan alasan pefceraian
ssbagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi
yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian,
sehingga maijelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik
secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat
buikti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka
telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
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a. Tergugat sudah menikah lagi ;
b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRTY);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Lindang-undang
Nomor 1 tahun 1574 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapat
lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim bempendapat bahwa
keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Manimbarg, bahwa tugas Pengaditan dalam perkara ini adalah untuk
mencan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi
atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau
untuk mencar siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran datam
rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditesnukan df
persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka
Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduarya benar-
benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu agi;

Menimbang, babwa ikatan pemikahan tidak hanya terpatas pada
hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada #atan bathin
atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana
yang ditekankan oleh Altah SWT QS. Ar Rum Ayat 21
yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekvasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukimy istri-istri dard jenismu sendisi, supaya kamu cenderung

dan merase feniram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarami

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-henar ferdapat tanda-farda bagi kaurm yang berlidr”
Perkawinan bukaniah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk
mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warghmah dan bahkan lebih
jauh lagi Al-Qurar menitik beratkan lakatnya hubungan ikatan jwa antara suami
istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara
suami istri sudah sima atau sudah tidak ada lagi, maka sebenamya perkawinan
tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;
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Menimbang, bahwa sebagai bukii rumah tangga kedua belah pihak sudah
tidak ada lagi ikatan bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat
tinggal sejak tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan cieh keluarga,
tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak
membuahkan hasii atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan
Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/fikatan
jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya attematif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga
keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan
dampak negatifimudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat {2} Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suarmi isti ity tidak akan hidup rukun sebagal suami isti” jo Pasal
19 husuf () Peraturan Pemersintah Nomer @ tahun 1975 jo Pasal 116 hunt (f)
Kompitasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah schagaimana dikehendaki

- Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum lslam, namun kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telzh larl dari prinsip-
prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengaditan berpendapat bahwa
perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang
berkepanjangan dan menghindari timbuinya mudharat yang lebih besar lagi bagi
kedua belah pihak, hal lain sejatan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang
termuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi,
atinga  "Maka apebila gugatan isteri telah pasti dan pendertaan  istern

menyebabkan ja tidak mampu memikuinya dan Hakim fidak dapat
mendamaikan suami istori maka Hakim diperkenankan menjaluhkar
Thalak bain Suami terhadep Isteri®
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3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Abidin bin H. Ahmag)
Terthadap Penggugat (Mahiah binti Abbas),

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian
tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 791.000.- {tujuh ratus sembilan puluh satu rbu rupiah};

Demikian diputugkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada han Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Mubaram 1438 Hijriah, cleh kami Luti Muslih, 5. Ag., MA
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Muh. lsna Wahyudi,
§.H.l., M.S.| masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ftu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingt oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Siti Nuraini
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya
Tergugat,

Hakim Anggota.,

.H.L, M.5) Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Panitera Pengganti,

Dmmmi

Muh. Isna Wabyudi,
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Perincian Bizya Perkars -

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

2. Proses : Rp. 50.000-

3. Panggilan : Rp. 700.000.-

4. Redaksi . Rp. 5.000,-

5 _Meterai : Rp. 8.000-
Jumiah Rp. 791.000 -
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